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BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 173 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA

Menimbang

Mengingat

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH (PPK-BLUD) PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD
dr. Slamet Garut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Penubh.

Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Udang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor
22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002

tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (PPK-BLUD) PENUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Garut.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

Rumah Sakit Daerah dr. Slamet Garut yang selanjutnya disebut RSUD
dr. Slamet Garut adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan
Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Penuh yang merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Penuh.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan kesehatan yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi
dan pemerintahan.
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Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi
dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan
pemerintah.

Target Tahunan adalah nilai presentase pencapaian kinerja pada tahun yang
bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM RSUD dr. Slamet Garut adalah sebagai acuan
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Tujuan ditetapkannya SPM RSUD dr. Slamet Garut adalah:

a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat;

b. untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima pelayanan dasar yang
dilaksanakan oleh RSUD dr. Slamet Garut; dan

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
Fungsi SPM RSUD dr. Slamet Garut sebagai:

a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus
dicapai RSUD dr. Slamet Garut sebagai penyedia pelayanan kesehatan
kepada masyarakat;

b. tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah
berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan
kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan

d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang
kesehatan di RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal 3

Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus
memenuhi persyaratan:

fokus pada jenis pelayanan;
terukur;

a
b

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e

tepat waktu.

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mengutamakan kegiatan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi
RSUD dr. Slamet Garut.

Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan
yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
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Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan
kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapainnya, rasional, sesuai
kemampuan dan tingkat pemanfaatanya.

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Slamet Garut.

Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan
kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Slamet
Garut adalah sebagai berikut:

pelayanan gawat darurat;

p

pelayanan rawat jalan;

pelayanan rawat inap;

pelayanan bedah;

pelayanan persalinan dan perinatologi;
pelayanan intensif;

pelayanan radiologi;

@m0 o

pelayanan laboratorium patologi klinik;

[

pelayanan rehabilitasi medik;
pelayanan farmasi;
pelayanan gizi;
pelayanan transfusi darah;

. pelayanan keluarga miskin;
pelayanan rekam medis;
pengelolaan limbabh;
pelayanan administrasi manajemen;
pelayanan ambulans/kereta jenazah;
pelayanan pemulasaraan jenazah;
pelayanan laundry;
pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;

£ T e oD o B g TR

pencegahan dan pengendalian infeksi;
v. pelayanan laboratorium patologi anatomi.
Uraian SPM dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati
ini.
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BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian
target RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal 6

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk mencapai target
sesuai SPM seluruhnya dibebankan kepada RSUD dr. Slamet Garut, dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai
SPM dan mekanisme kerja sama antar Lembaga Pemerintah lainnya.

Pasal 8

Fasilitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah
dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan
yang meliputi:

a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
b. penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
c. penilaian pengukuran kinerja; dan

penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM bidang
kesehatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
sesuai SPM di RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal 10

Direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai
SPM kepada Bupati.

Pasal 11

Bupati melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM
yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional pelaksanaan SPM diatur lebih
lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 4 - 2013

BUPATI GARUT,

ttd

AGUS HAMDANI GS

Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 - 4 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2013 NOMOR 6




